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Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menerangkan 
bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau 
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan 
untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 
pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 
dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 
2011: 7-8). 
Hukum acara pidana telah menjadi acuan bagi penegakan hukum terhadap 
individu  yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana. Para 
pelanggar tersebut selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di 
pengadilan, karena untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa 
haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Kemudian untuk 
membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan 
diperlukan adanya suatu pembuktian. Pada Pasal 184 KUHAP telah mengatur 
jenis-jenis alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk, keterangan terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan.  
Pada sisi yang sama, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, harus 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus turun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat 
memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat 
secara nyata. Prinsip demikian merupakan batu ujian bagi hakim dalam kaitannya 
dengan 




kemandirian  profesi dan fungsi hakim sebagai pengemban amanat pencari keadilan, 
karena keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan. 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu 
didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 
hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah 
satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas 
adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum 
yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 
Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX 
Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-
Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini 
tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan 
penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan 
Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia.  
Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini 
mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan 
pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 
mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 
Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa  Kekuasaan Kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana 
Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. 
Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum (Andi Hamzah, 2005: 94). Kebebasan hakim 
perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge), istilah tidak 
memihak yang dimaksud harus diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 
putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak 
memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya, yang 




lebih jelasnya terdapat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 
5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 
orang”.  
Penegakkan hukum dalam hal ini melihat hakim sebagai manusia yang 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam kaitannya 
dengan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam menilai dua hal yang 
saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan. Tugas 
berat demikian mengharuskan tingginya kualitas dan kredibilitas aparat penegak hukum 
yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Tentu saja menjadi hal yang sangat 
mengkhawatirkan apabila aparat yang seharusnya menegakkan hukum dan keadilan 
justru menyalahgunakan kewenangan hukum. Tidak mengherankan dalam praktik 
penegakan hukum sering dijumpai adanya ketidakpuasan dan kekecewaan bagi 
masyarakat dan para pencari keadilan terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak 
objektif, kurang menjaga integritas, dan bahkan kurang profesional. Produk peradilan 
yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak sejalan 
dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.  
Dengan kata lain, putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan 
pada pertimbangan hukum yang cermat dan komprehensif, tetapi hanya didasarkan 
pada silogisme yang dangkal dalam menilai peristiwa hukumnya yang kemudian 
berdampak pada aspek hukumnya. Salah satu contohnya adalah adanya putusan bebas 
terhadap perkara di bidang kehutanan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang 
mengandung kekeliruan atau kesalahan hakim, baik dalam pengungkapan fakta maupun 
penerapan hukumnya. Ketidakpastian tersebut berujung pada pemahaman antara 
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang belum berada pada satu persepsi yang sama 
sehingga menjadikan bebasnya terdakwa di tingkat Pengadilan pertama dan kemudian 
kembali divonis bersalah di tingkat kasasi. 
Dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, hakim harus berperilaku 
adil, berperilaku jujur dengan tidak mencerminkan keberpihakan, berintegritas tinggi 
sehingga mampu menolak berbagai godaan dan segala bentuk intervensi, serta 
berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, sehingga putusan yang dihasilkan pun 
bernilai Pancasila. Hakim dalam mengambil putusan harus bersikap profesional, yang 
artinya mengedepankan keahlian, pengetahuan, keterampilan dengan didukung oleh 
wawasan yang luas. 




Demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, ketika Judex Facti 
menangani salah satu kasus perkara di bidang kehutanan. Judex Facti memutus 
terdakwa dengan putusan bebas. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di 
dalam sidang pengadilan terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana di 
bidang kehutanan. Akan tetapi, Judex Facti mengabaikan hal tersebut dan menganggap 
terdakwa tidak bersalah melainkan hanya pelanggaran administrasi. Hal ini 
bertentangan dengan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya 
menyatakan hakim wajib mempertimbangkan alat bukti petunjuk dengan arif dan 
bijaksana. 
Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengangkat dan mengkaji lebih dalam penulisan hukum (skripsi) dengan judul : 
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